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PE}IERINTAH KABUpATEN pEttrtR rELATAN
IDINAS PtsNIIII}IKAIT I}A]V KDBUIDAYAAN

fl. H. Agus Salim - painan Telp [0756J 21602

SURI1T PERIANIIEN PEIT!tsEruEN BtrIYTUIIN
DtrITA trI.OIIASI KIIUSUS flSIK

KEEIATAII:

PEMBANGITNAN/REHABITITASI GEDTING DAN PENGADAAN

SAMNA PRASAMNA SEKOUIH MENENGAH PERTAMA (DAK REGUTER 2O2O)

Antara

M,IERIilTAH I}AMAH I(ABUPAIE}I PE$$R SETATA}I

dengan

I(EPAI.A SEKIIUIH SIIH ISIIITRA

Nomor : 18 /IV/SARPRAS/DAK.PSMP/SWK/DPK-PS t2O2O
Tanggal : O2 APRIL 2O2O

Ha hari ini Kamis tanggal Duabulan Aprittahun Dua ribu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di

=*rah ini :

tssthdak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. pemerintah Kabupaten pesisir Selatan
ffirjutnya disebut ZIHAK 4ERTAF|A.

r. Nama

z Jabatan

3- Alamat

r,. Nama

L Jabatan

3. Alamat

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - painan

: Drs. ABD AZIZ.&M.Pd

: Kepala UPT SMPN 1 Sutera

: ll. Sei Sirah Surantih

3ertindak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan surat Keputusan Bupati peisir selatan No.
P14300/BKPSDM-2017 Tanggal 7 Agustus 2al7 yangselanjutnya dtsebut qIHAK KEDUA.
PIHAX PERTAMA dan PrHAK IGDUA secara bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari
w,enuhnya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

) Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan sefta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tan6n diskiminasi;



Nar'atSPPB
Trnggal

: 1 8TV/SARPRAS/DAKPSMP/flNK/DPK-PS2O2O
:02AVril2020

) Pasal 45 ayat (1) : sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non format menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi frsirg kecerdasan intele6ual, sosial,
emosional, dan kejiwaan peserta didik;

) Pasal 46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah,
Pemerintah daerah dan masyarakat;

) Pasal .16 ayat (2) : pemerintah dan pemerintah Daerah
anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan
nasional' sehingga Pemerintah berupaya mendorong pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota
melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akes bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan rnengatokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);3' Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 42 tentang standar Nasional pendidikan' 
ebagaimana tetah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk
rnenunjang p!'oses pembelajaran yang teratur dan berketanjutan dalam rangka meningkatkan mutupenciidikan;

+ Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. BB Tahun 201g Tanggal 30 Desember 201gEntang Petunjuk Teknis Dana Atokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatanpeningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh panitia pembangunan sekolatr secara swakelolayang ditetapkan oleh Kepala sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

5' Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubtik Indonesia No. 11 Tahun 2020Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk operasionat penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fbik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6' Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran metatui DokumenFdaksanaan Anggar:an (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.g3 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi
Gedung dan Pengadaan sarana Prasarana sekolah Menengah pertama (DAK Regule r 2o2o);
ini menyatalon telah setuiu dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

ryat.syarat seperti dalam pasal_pasaldi bawah ini :

bertanggung jawab menyediakan

ayat (4) Undang-Undang Dasar

azjat Pembe r ian Banaon
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Pasal 1
I'laksud dan Tujuan

ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
[ti( nEndanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi pmsarana pendidikan pada jenjang sekolah Menengah
Elrna dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan pftNarana pendidikan sesuai dengan standar nasional

. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam p1B &
sefta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Ungkup Pekerjaan

Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

prasarana pendidikan pada SIrlpN 1 Sutera yangpekerjaan pembangunan/rehabilitasi

L Rehabilitasi Ruang Guru,

Pasal 3

Jangka Waktu pelaksanaan

langlc walGu pelaksanaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 adatah 120 (seratus dua puluh) hari
lalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 di
eftening PIHAK KEDUA"

PIHIIK KEDUA akan mulai metalsanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling
knbat 14 (empat belas) harf kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
kndidilon Tahun Anggaran 2O2O da rekening PIHAK KEDUA.
Fehlcsanaan kegiatan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desernber
aEo.

Pasal 4

Prinsip-Prinsip pekerjaan

dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

Rhkanaan dikerja I<an dengan mekanisme s-waketota,

Rnempan asas efekifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas,

kngutamaan partisipasi masyarakat daram pengeroraan kegiatan,

optirnalisasi kualihs pekerjaan dengan bamng yang dihasirkan,

Palnij ian P e mbe ri an B a:ntuaz



Nonor SPPB
Tmtggal

: 1 W. tSARpMS/DAK.pSMp/SWWDpK_pSpu0
:02Api12020

Pasal 5
Tugas dan Kewajiban para pihak

L ?]trIAI( PERTAITIA :

a) i{enplurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik
mdarui satuan Kerja perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangro
sebagaimana dimakud dalam pasal3.

h) tsertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkatKahrpaten.

q krnberikan bimbinEan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK BidangftndkJikan.

{ lthkanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegia}.an DAK Bidang pendidikan.

L TNUX KEDUA :

a! tsertanggung jawab mutlak terhadap petaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat" *ran pendidikan (Sekolah).

b! l{enrbentuk Panitia Pembangunan sekolah (P2s) ditingkat satuan pendidikan (sekotah).d l#aporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada
PENTAMA.

q }lencaEt dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada
PERTAUA.

pasal 6
pelaksanaan pekerjaan

&raan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

'' 
tDlAt( KEDUA dalam melat<sanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekorah, kornite dan masyarakatdBnai bagian integrar manajemen berbasis sekotah,

r' tulAl( XEDUA dalam mengetota DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis&t Fetunjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,G 
'El/uK 

XEDUA membuat taporan secara berl.la mengenai peraksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaanh[Eta PIHAK PERTAMA,

tlDlAx XEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada prHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

* T::'*::d*::"i 
kerenskapan administrasi rainnva pada tahapan pencairan dana,c' tDtAf, KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengetuaran or;;;";;'[, ,*ffioran keuangan dari hasil pekerjaan,

f,' ;[l^t( XEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait denganftnaan pekerjaan serta menyimpan buhi-bukti setoran dan fakur pajak sesuai dengan perafuran
Furbrg-undangan,

Bidang Pendidikan

waktu pelaksanaan

Pemberian Bantuan
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mX IEI)I A berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAMA yang

=Uan dalam Berib Acara Semh Terima pekerjaan,

EglX reDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun

frran 2020,

EIlf IEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengetolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

ffionTahun Anggamn 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

ErN pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

ffiryang merupakan unsur individu yang ahlidibidangnya,

Elf,X PERTAMA mempunyai hak untuk menclak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
I5tnn pelaksanaannya,

pasal g

Iumlah Dana Bantuan

m Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK pERTAMA kepada pIHAK

fDrrA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus iima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

+ Re*rabilitasiruang guru = Rp. 250.000.000,-

[Ea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
H2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (1) sebagai berikut :

Tilnp I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola setetah perjanjian ini
frmdatangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

Tilap rl:45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelota apabila pekerjaan telah

-mpai 
bobot 200/6 (Dua puluh petseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

pefterjaan,

T*ap III : 30o/o (figa puluh perseratus) dari keseluruhan dana sruakelola apabita pekerjaan tetah
rampai bobot 650lo (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

lnmajuan pekerjaan.

@ion Pemberion Bofiumt
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disalurkanltransfer ke rekening prHAK KEDUA dengan rincian sbb :

hRturirq :

h Rekening : 040O.O210.26923-0

h ffi : Bank Nagari Cab:rng painan

Pasal 1O

Force Majeure

fu tlaieure adalah suatu keadaan yang terjadi diiuar kemampuan manusia dan tidak dapat

t dremik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

F ErFdi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK
mrtA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

tfrCqF force majeui'e dengan dilengkapi bukti teftulis yang dikeluarkan oleh pihak benruenang.

ffiran pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimakud daiam ayat (2)
E PIlrAi( PERTAMA akan melakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui
rE mplak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

ffi pennohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diteiima/disetujui maka akan
fr,hn perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

E.b PIH|K XEDUA datam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

Qffin untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,
& dEa dana trdak digunakan untuk penambahan volurne atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
tundran kenrbali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

Eflf XEDUA wajib membuat laporan secara berkala rnengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan
Fizr kepada PIHAK PERTAMA.

Enx reDuA wajib membuat dan menyerahton kepada PrHllK PERTAuA dokumentasi kegiatan
rrfita tdenglepan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

F*furiarBannan
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t' l.iloran pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pIHAK KEDUA kepada PIHAK

'EErAlt{/[ 
se]ambat{ambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

pEleriaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukt pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti
pengeluaran lainnya,

c) Bnki setoran pajalq

r0 &J(i teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

L Fra dalam pelaksanaan pekeriaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari
ErtJan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar ren@na, maka prHAK PERTAMA

-ra 
sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

L Rmrhsan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka prHAK
rpernbalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi
brtnn perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

tsn surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan
Erd tersebut di atas. surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranyahilFrci olkup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

KEDUA wajib

sesuai dengan

q
Er

199512 I 002

,hfliqiirr Pembrion Bantuan


